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PUTUSAN
NOVOR .../
Pdt.G/ 2010/PA. Stb.
BISM LLAH RRAHVANI RRAHI M

DEMI KEADI LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang meneri ksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
persid angan nmjelis telah nmenj atuhkan putusan sebagai nana

tersebut di bawah ini dal am perkara cerai talak antara:

Pemohon, unur 33 tahun, Agama Islam pendidikan SMP,
pekerj aan petani, tenpat tinggal di Kabupaten

Langkat;
LAVAN

Ternohon, wumur 28 tahun, Agama Islam pendidikan SMP,
pekerjaan |bu Rumah Tangga, tenpat tinggal
dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak

di ket ahui al amat nya di
seluruh wil ayah  Republik Ind onesi a,

selanjutnya dis ebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah nenbaca surat pernohonan Penphon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di
persid angan;

Telah menper hatikan bekas dan surat yang ber hubungan
dengan perkara ini; TENTANG DUDUK
PERKARANYA
Penbhon secara tertulis nengajukan permohonan cer ai
talak terhadap Ternohon, pada Bul an Desenber 2010,

yang terdaftar di Kepani teraan Pengadilan Agama
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Stabat di bawah Register Nonmor .../Pdt.G/2010/PA.Stbh.

dengan al asan sebagai berik ut:

1. Bahwa Penmphon dan Termohon nmenikah
pada Bul an Juli 2001 di

Kecamat an Secanggang, sesuai dengan Kuti panAkta Nikah Nonor;
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.../ 55/VI1I1/ 2001, tanggal 25 Juli 2001, yang dik el uarkan
ol eh Kantor Urusan

Agama Kecamatan .. .;

2. Bahwa  setel ah meni kah Penphon dengan Ter nohon
tinggal bersama dengan orangtua Penphon di al amat

Ter nohon tersebut di atas;

3. Bahwa setelah nenikah Permohon  dengan  Ternohon
tel ah ber hubungan sebagai mana | ayaknya suam istri
(ba’da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak,

sekarang dal am pengasuhan Penohon;

4, Bahwa pada awal nya kehidupan rumah tangga Penphon
dan Ternohon harmonis, t et api sejak Bulan Novenber
2010 antara Pemohon dengan Ter mohon terj adi
perselisi han dan pert engkar an dalam rumah tangga
dis ebabkan Ternobhon nenjalin hubungan cinta dengan | aki -
laki lain, setelah pertengkaran tersebut Ternohon pergi
dari rumah tenpat tinggal bersama pulang ke rumah
orangtua Termohon di alamat Ternmohon tersebut. Sanpai
dengan di aj ukannya pernohonan ini antara Penpbhon dan
Ternohon tidak hidup bersama |agi satu bulan |amanya,
namun demiki an antara Penphon dengan Termohon belum

bercer ai;

5. Bahwa atas permasal ahan rumah tan gga Penohon
dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya

mendanmai kan, nanun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan al asan-al asan tersebut, Penohon
nmerasa kehidupan rumah tangga Penpbhon dan Termohon tidak
mungkin  rukun lagi dan Penohon nenmohon kepada Ketua

Pengadil an Agama St abat Cq, Maj elis Hakim yang
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menyi dangkan permohonan Penpbhon untuk nenetapkan hari
si dang serta nmemanggil Penphon dan Ter nohon
sel anjutnya neneriksa dan rmengadili dengan nenj atuhkan

putusan yang anmarnya sebagai berik ut:

a. Mengabulk an pernohonan Penohon;
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b. Menberi izin kepada Pemphon wuntuk nenjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Ternohon di depan sidang

Pengadil an Aganma Stabat;

c. Menbebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan

peraturan dan perundang-undangan yang berl aku;

Untuk kepentingan peneriksaan perkara ini Penphon
dan Ter mohon di panggil  di tenpat tinggal nya nasing-
masi ng, terhadap pemanggil an tersebut Penphon hadir secara

in person di persidangan, sedangkan Ternmohon tidak hadir

dan tidak nengutus orang |ain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, neski pun berd asar kan berita
acara rel aaspenmanggil an Nonor

/Pdt . G/2010/ PA. Stb. yang di bacakan Hakim Ketua di
per si dangan, Ternmohon senula di panggil ol eh Jurusita
Pengganti Pengadil an Aganma Stabat pada hari Rabu, tanggal
5 Januar i 2011, oleh Sekretaris Desa Hinai Kanan

Termohon di nyatakan bukan sebagai penduduknya. Sel anjutnya

eleh Majelis Hakim status Ternohon di gai bkan dan
pemanggil an kepadanya dil akukan dengan cara
mengununkan mel al ui Radio Kal amai r a Per danmi an
Stabat . Pemanggil an dil aksanakan dua kali, pengumuman

pertama hari Jum at, tanggal 14 Januari

2011 dan pengununan kedua, hari Rabu, tanggal 16
Februari 2011, pukul

07.30 Wb. Jarak pengunuman pertama dengan penmanggil an
kedua satu bul an, sedangkan tenggang waktu pengunmuman
kedua dengan har i si dang tidak kurang tiga bulan.
Bahkan untuk sidang selanjutnya Ternohon telah dipanggil

kembali pada hari Jumiat, tanggal 27 Mei 2011 nel al ui
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pemanggil an umum di Kont or Bupati Kabupate n Langkat .
Pemanggil an tersebut telah dil aksanakan secara resni dan
patut, ketidakhadiran Ternohon tanpa al asan yang sah;

Di persidangan Mjelis Hakim berupaya mendanaik an
Penbhon dengan Ternohon, yaitu dengan cara nenasehati
Penbhon supaya berdanmai kenbali dengan Ternohon, tetapi
ti dak berhasil bahkan atas perkara tersebut tidak dapat

dil aksanakan nedi asi. Penbhon nmenyatakan tidak dapat
berdamai  dengan
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Ter nohon, sel anjutnya di bacakan surat pernohonan Penphon
dal am sidang tertut up untuk umum yang dalil nya tetap
di pertahankan ol eh Penohon;

A eh karena Termohon tidak hadir dan ketidakhadiran
Ternohon nana tanpa alasan yang sah, naka atas permohonan
Penbhon tersebut tidak dapat di dengar jawaban dan atau
tanggapannya. Namun demki an oleh karena perkara ini
berkaitan dengan keadaan runmah tangga Pemphon dan
Ternohon atau perkaw nan, tanpa menpersoalkan apa dan
si apa penyebabnya, Maj elis Hakim tet ap menbebankan
pembukti an kepada Penphon;

Untu k nmenguat kan al asan dan dalil

per nohonannya tersebut, di

per si dangan Penohon telah nengajukan alat bukti sebagai

berik ut:

A, SURAT
Foto kopi Kuti pan Akta Nikah Normor .../ 33/VII1/2001,
seri YG, atasnama Penohon dan Ter nohon, yang
dik el uar kan ol eh Kanto r Ur usan Agama Kecamat an

Secanggang, Kabupaten Langkat, tanggal 25 Juli 2001,
tel ah bernazegeli ng, Hakim Ketua nenberi tanda sebagai
bukti P.1 dengan tinta hitam dan nenandat angani nya.

Maj elis Hakim tidak dapat nengkonfirmasi bukti
tertulis tersebut kepada

Ter nohon;

Penohon j uga menghadi r kan dua orang saksi,
dengan di bawah sunpahnya nenberi keterangan pada
pokoknya sebagai berik ut:

B. SAKS

1. Saksi pertama Penphon, dengan di bawah sunpahnya
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nmenerangkan pada pokoknya sebagai berik ut:

- Bahwa hubungan Permohon dengan Termohon suani
isteri, menik ah

tahun 2001, dik aruni ai dua orang anak;

Hal . 4 dari 13 hal. Pts. No.
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- Bahwa setel ah neni kah Penbhon dan Ternohon tinggal
bersama di rumah orangtua pemohon di Dusun Kepala
Sungai Il , Desa Suka Mili a, Secanggang;

- Bahwa sejak Bulan Novenber 2010 Pemohon dan

Termohon tidak tinggal se-rumah,
terjadi pertengkaran antar aPenohon
dengan  Ter nohon, kenmudi an  Termohon  pergi

meni nggalk an Penmphon bahkan Ternohon tidak dik et ahui

keber adaannya;

- Bahwa penyebab perten gkaran Penphon dan
Termohon tersebut karena Ter mohon nmenj alin
hubungan cinta dengan | aki-I aki | ain
ber nama Rudi, Pemohon tidak terima sehingga

ber ten gkar;

- Bahwa sel ain nendengar pengaduan Penophon, saksi
pernah mendengar pertengkaran tersebut yang
terj adi pada t anggal 30

Novenber 2010, dal am pertengkaran tersebut Ternohon

nmengat akan kepada Penphon “saya tidak suka sama kau

| agi, ceraikan saja aku”, Penphon nenjawab : ya

cerai pun jadi”, kenudi an Penphon dan Ter nohon

membuat surat pernyataan ceraij;

- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Ternohon
pergi meni nggalk an

Penmohon pulang ke rumah orang
tuanya;

- Bahwa Penpbhon sudah berusaha nencari Termohon,
namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah nenasehati Penohon dan Ternmohon;

- Bahwa keterangan tersebut diberikan atas
sepengeta huan saksi;
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Hakim Ketua tel ahnmengkonfi rmasik an kepada
Penohon tentang keterangan saksi tersebut,
Penohon menbenarkan dan dapat meneri manya, sedangkan

kepada Ternmohon tidak dapat di konfirmasik an;

2. Saksi kedua Pemphon, dengan di bawah sunpahnya
nener angkan pada

pokoknya sebagai berik ut:

Hal . 5 dari 13 hal. Pts. No.
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- Bahwa hubungan Penphon dan Ter nohon suam
isteri, nmenik ah sepul uh tahun | alu, sudah dik aruni ai
dua orang anak;

- Bahwa setelah nmeni kah Penohon dan Ternohon tinggal
bersama di rumah orangtua Pemohon, tidak pernah
pi ndah;

- Bahwa sejak Bulan Novenber 2010 Pemohon dan
Termohon tidak tinggal satu rumah |lagi, terjadi

pertengkaran Penpbhon dan Termohon;

- Bahwa penyebab perten gkaran Penohon dan
Termohon tersebut karena Ter nohon ber pacar an
dengan I aki -1 aki | ain, ber nama Rudi, Penohon

tidak terim, sehingga bertengkar;
- Bahwa dal am pert engkar an t er sebut saksi
mendengar Pemohon nengat akan kepada

Ter nohon kau di mana”, Ter rohon  nenj awab “Cuma
pergi main-main’, setelah itu Ternohon pulang ke
rumah orang tuanya, bel akangan Ternohon tidak
di ket ahui keberadaannya;

- Bahwa keluarga Pemphon dan keluarga Termohon
tel ah berupaya nenasehati Pemphon dan Termohon,

tetapi tidak berhasil;

- Bahwa keterangan tersebut diberik an atas
sepengeta huan saksi;

Hakim Ketua telah mengkonfirmasik an keterangan saksi
te r sebut kepada Penphon, Penohon nenbenarkan dan dapat
neneri manya, kepada Termohon tidak dapat dik onfirmasi;

Pemohon  tel ah menyanpai kan kesi mpul annya  secara
lis an, nenyatakan tet ap dengan dalil per nohonannya

sermula supaya dik abulk an, sedangkan Ter nohon tidak dapat
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di dengar kesi nmpul annya;

Tentang jal annya peneriks aan perkara ini sel engkapnya
dic atat dalam berita acara persidangan yang nerupakan
bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga
untu k nenpersingkat Majelis Hakim cukup nmenunj uk pada

berita acara tersebut;

Hal . 6 dari 13 hal. Pts. No.
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TENTANG HUKUMNYA

Meni nmbang, bahwa maksud dan tuj uan per mohonan
Penohon adal ah sebagai nana tersebut di atas;
Meni nbang, bahwa untuk kepenti ngan
peneriks aan perkara i ni, Penohon dan
Ternobhon sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang
Nonor 7 Tahun 1989 telah dipanggil oleh Jurusita
Pengganti. O eh karena penanggil an kepada Penphon tel ah
dil aksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Penerintah Nonor 9 Tahun
1975 juncto Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4) Konpil asi Hukum |slam Tahun 1991. Penanggil an
kepada Termohon senula di panggil sesuai dengan ketentuan

Pasal 26 ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Namun karena Ternohon di ghai bkan, sehi ngga penmanggil an
dil aksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1),
ayat (2) , ayat (3) dan ayat (4). Meskipun demki an

Ternohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang | ain
sebagai kuasanya yang sah. Maj elis Hakim  menyatakan
pemanggil an tersebut resmi dan patut, tidak ternyata
keti dakhadi ran hadiran Ternmohon tersebut disebabkan ol eh
suatu al asan yang sah dan di benarkan ol eh undang-undang;

Meni nbang, bahwa ol eh kare na Ter nohon tidak
pernah hadir, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Nonor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak
dapat dil aksanakan;

Meni nmbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati
Penbhon supaya bersabar dan berdamai dengan Ter nohon,

sekali pun tidak nembuahkan hasil pada dasar nya sesuai
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dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Penerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 82
ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradi | an Aganma. Sehi ngga peneriks aan

dil anjutkan dan dil aksanakan dal am sidang tertut up untuk
umum yang di awali
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penmbacaan surat gugatan Penggugat pada dasarnya
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-
undang Nonor 7 Tahun 1989;

Meni mbang, bahwa setelah nenrbaca surat pernohonan
Penbhon yang nenj adi masal ah pokok dalam perkara in
Penohon mengaj ukan permohonan cer ai tal ak te rhadap
Ter nohon dengan al asan ket i dakrukunan rumah tan gga
Pemohon dan  Termohon, terj adi pertengkaran Penphon
dan  Termohon, Permohon diberi izin untuk nenjatuhkan tal ak
satu raj’'i terhadap Ternohon;

Meni nmbang, bahwa wal aupun Ter mohon tidak
menberik an jawaban karena keti dakhadi rannya, namun ol eh
karena perkara ini nmengenai keadaan rumah tangga Penohon
dengan Ter nohon serta per cerai an. Maj elis Hakim
ber pendapat kepada Penphon tetap di bebankan penbukti an,

beban penbuktian mana sesuai dengan ketentuan
Pasal 283 R Bg;

Meni mbang, bahwa oleh karena fungsi Akta  Nikah
dalam perkara percerai an adal ah sebagai probationis causa
sebagai mana maksud Pasal 7 ayat (1) Konpil asi Hukum I sl am
maka Maj elis Hakim ber pendapat adanya akta nik ah di perl ukan
dal am perkara ini;

Meni nbang, bahwa  berdasar kan bukt i sur at P.1,
mer upakan surat autentik, dikeluarkan dan ditandatangani
ol eh  pej abat yang berwenang. Setel ah  di periksa dan
diteli ti, sel anj ut nya Maj elis Hakim menil ai dan
menyatakan bukti P.1 tersebut telah menenuhi kete ntu an
forml dan nateril. Secara forml telah bernazegeli ng dan

di ser ahkan Penohon di depan per si dangan, sedangkan
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secara nateril isi nya nenjel askan hubungan Penbhon
dengan Ter nohon. Maj elis Hakim ber pendapat dalil

permohonan Penohon nengenai hubungan Penohon dengan
Ternohon sebagai suanmi isteri terbukti, sehingga Penohon

dan Ternobhon adalah pihak yang berkepentingan dengan
perkara ini;

Meni nhang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang
saksi, saksi

pertama dan saksi kedua, dengan nenperti nmbangkan keadaan
dan kedudukan
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saksi sebagai kel uarga dan tetangga dekat Penohon,
sebagai mana naksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nonor
7 Tahun 1989, bahkan para saksi cakap bertindak serta
ti dak terhal ang nenjadi saksi, sebagai mana naksud Pasal

171, Pasal 172 dan Pasal 175 RBg. Setelah diperiksa dan
diteli ti sel anjutnya Majelis Hakim menil ai dan
menyatakan saksi tersebut nenenuhi ketentuan forml dan
materil. Secara forml kedua saksi nenberi keterangan di
depan persidangan dengan di bawah sunpahnya, sedangkan

secara materil apa yang diterangkan tersebut sesuai dengan

dalil per mohonan Penbhon vyang didapat dari apa yang
dili hat dan didengar, yaitu hubungan Penphon dengan
Termohon suani isteri, nenikah tahun 2001, nenpunyai dua

anak, setelah nmenikah runmah tangga Penohon dan Ternohon
rukun. Sekarang rumah tangga Penobhon dan Ternohon tidak
rukun dan tidak har monis, | ebih set ahun Penphon

dan Ternmohon hidup berpisah dan tidak pernah bersatu

kembali. Sewaktu nasih bersam Pemohon dan
Ternohon seri ng ber ten gkar tent ang
per buatan Ternmohon  suka main I aki -1 aki [ ain.

Dal am pertengkaran tersebut Termohon nengat akan kepada
Penmohon “saya tidak suka sama kau, ceraikan saja aku”,
Penbhon nmenjawab “ceraipun jadi”. Setelah itu Ternohon
pergi neni nggalk an Penphon, tidak pernah kenbali. Mjelis
Hakim vyakin keterangan saksi tersebut adal ah sebenar nya
dan sejalan dengan dalil per nohonan Pemohon  bahkan
sali ng ada relevansinya antara saksi satu dengan saksi

kedua, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308

ayat (1) RBg dan 309 RBg. Mjelis Hakim berpendapat
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dalil pernmohonan Penphon yang menyata kan rumah
tangga Penphon dan Ter nohon ti dak rukun, sering
bertengkar dan berpisah telah terbukti kebenarannya;

Meni nbang, bahwa setel ah pembuktian tersebut ditemukan
fakta hukum

yang dapat dik onst atir
sebagai berik ut:
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- Bahwa benar hubungan Penmpohon dengan Ternophon suam
isteri, menik ah  tahun 2001, masih terik at dengan
per kawi nan yang sah dan bel um bercerai;

- Bahwa benar rumah tangga Permohon dan Termohon

sekar ang ti dak harmonis, sejak Bul an Novenber 2010
Penphon dan Termohon ber pis ah, Ter nohon pergi
meni nggalk an Pemphon dan tidak pernah kenbali, sewaktu

hi dup bersana antara Penphon dan Termohon sering
bertengkar;

Meni nbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut,
runmah tangga Penohon dan Ternpbhon nyata dalam keadaan
tidak rukun dan tidak harnmonis serta dikwali fik asik an
sebagai rumah tangga yang telah pecah (broken married),
hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemeri ntah Nomor
9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Konpil asi Hukum
I slam Tahun 1991, vyaitu dal am rumah t angga Penohon
dan Ternmohon terus nmenerus terjadi pertengkaran, tidak
ada harapan hidup rukun dan damai dalam nenbina runah
tangga (onheel baar e t weespal t), bahkan sekar ang
Permohon dan  Ternmohon berpis ah, Ternohon tidak dik etahui
t enpat tinggal nya yang jelas. Seandainya keadaan rumah
tangga yang deniki an di pertahankan, nmmeka tujuan perkaw nan
sebagai mana penafsiran a contrario terhadap Pasal 1
Undang-undang Nonor 1
Tahun 1974 dan Pasal 3 Konpil asi Hukum Islam Tahun 1991
serta firman All ah dalam Al -Qur- an Surat Al -Rum ayat (21),
untuk nmenbangun rumah tangga yang sakinah, nmawaddah,

war ohmah tidak tercapai;
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Meni nhang, bahwa oleh karena Ternohon tidak pernah
hadir dan tidak menyuruh orang |ain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, nmeskipun telah dipanggil secara resm
dan patut, sehingga Termphon dinyatakan tidak hadir.
Sehi ngga sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R Bg., naka
perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya
Ter nohon ( Ver st ek);

Meni mbang, bahwa oleh karena dalil per nohonan
Penbhon tel ah

ber al asan dan ti dak mel awan hukum Ter nohon tidak
pernah hadir yang
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di hubungkan dengan kesi npul an Maj elis Hakim antara
Pemohon  dengan Ter nohon ti dak nmungkin hi dup  rukun
| agi serta dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan
dal am bukti P.1 yang nenyatakan Penpohon dan Termohon tel ah
ber cer ai, Maj elis Hakim berpendapat petitum pernohonan
Penbhon angka dua dapat dik abulk an, dengan diktum
menberi izin kepada Penpohon untuk nenjatuhkan talak satu
raj’i atas diri Termohon di depan sidang Pengadil an
Agama Stabat tanpa hadirnya Ternohon;

Meni nmhang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi
pasal, oleh karena perkara ini masuk dal am bi dang
per kawi nan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49
huruf a dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nonor 7
Tahun 1989 tentang Peradil an Agama yang di ubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nonor 50
Tahun 2009, WMjelis Hakim berpendapat biaya yang tinbul
dal am perkara ini di bebankan kepada Pemphon untuk
menbayar nya:

Mengi nga
t:

1. Pasal 150 RBg., Pasal 171 R Bg., Pasal 172 RBg,
Pasal 175 RBg. Pasal

308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 R. Bg.;

2. Pasal 49 huruf a dan Pasal 55 dan 89 ayat (1)
Undang-undang Nonor 7

Tahun 1989 tentang Peradil an Agama yang di ubah dengan
Undang- undang

Nonor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nonor 50 Tahun 2009;

3. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan
Pemeri ntah Nonor 9

Tahun 1975;

4, Pasal 116 huruf f, Pasal 138 dan Pasal 139 Konpil asi
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Hukum I sl am Konpil asi
Hukum | sl am dan segala peraturan yang ber kenaan

dengan perkara ini; MENGADIL I

1. Menyata kan Termohon yang tel ah di panggil secara resm
dan patut untuk

nmenghadap di persidangan, tidak hadir.
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2. Mengabulk an per nbhonan Penpbhon dengan

Ver ste k.

3. Menmberi izin kepada Penphon untuk menjatuhkan talak
satu raj’i terhadap

Ternohon di depan sidang Pengadil an Agama Stabat.

4. Menbebankan kepada Penmphon untuk rmenbayar biaya
perkara ini sebesar

Rp. 391.000,- (tigaratus senbil an puluh satu ribu
rupi ah).

Demiki an Putusan ini dij atuhkan di Pengadil an
Agama Stabat dal am sidang nusyawarah Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011
M| adiy ah, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432
Hijriyah, oleh Kami Drs. Naim S.H. sebagai Hakim Ketua
Maj elis, Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan Drs. Azizon, S.H.,
MH., masi ng-masi ng  sebagai Hakim  Anggota, put usan
tersebut diucapkan pada hari itu dal am sidang terbuka untuk
umum oleh Drs. Naim S.H sebagai Hakim Ketua Mjelis
dengan dihadiri Drs. H. Ahmad Rai ni,
S.H. dan Drs. Azizon, S.H, MH , nmasing-nmasing sebagai
Hakim Anggota serta dengan dibantu ol eh Sumar ni
Janml uddi n, B.A. , sebagai Panitera Pengganti dengan

di hadi ri Pemohon tanpa hadi rnya Ter nohon;

Hakim

Ketu a,

Drs. Naim
S.H.

Hakim Anggota, Hakim
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Anggota, Dto. Dto .

Drs. H. Ahnmad Raini, S.H. Drs. Azizon,
S.H, MH

Pani tera
Penggant i

Dt o

Sumar ni  Jamal uddi n,
B.A.
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Peri ncian Bi aya Perkara:

Bi aya pendaftaran Rp. 30. 000. -
Bi aya ATK Rp. 50.000. -

Bi aya pemanggil an Rp. 300. 000. -
Bi aya redaksi Rp. 5. 000. -
Meterai _ Rp.

A

6
Juml ah Rp.
391. 000. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal . 13 dari 13 hal. Pts. No.
... | Pdt. G 2010/ PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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